
SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATTIRAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 6 TAHTIN 2O1O

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGIIAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELTIRAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KEDIRI,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73

Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 3l Tahun 2006 tentang Pembentukaq Penghapusan, dan Penggabungan

Kelurahaq perlu mengatur tentang Pembentukaq Penghapusan dan

Penggabungan Kelurahan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

membentuk Peraturan Daera} tentang Pembentukar\ Penghapusan dan

Penggabungan Kelurahan ;

. I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

273o);

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3 851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

53 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4844);

5. Peratwan Pemerintah Nomor ?3 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4588);

6, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintalr, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

8. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk

Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l7 Tahun 2006 tentang Lembaran

Daerah dan Berita Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukaq

Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3l Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Seketariat Daerah dan Seketariat DPRD (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 42);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008

Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 73);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008

Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 74);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABTJPATEN KEDIRI

dan

BUPATIKEDru,

MEMUTUSKAN:

MenetAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBENTI.JKAN,

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN,

BAB I
KETENTUANUMTJM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksi:d dengan :

l, Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluasJuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas

Sekretariat Daerah, Seketariat DPRD, Dinas Daerab Lembaga Teknis Daeralr,

Kecamatan dan Kelurahan.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

7. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan.

8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam

wilayah kerja Kecamatan.

9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

10. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahaq atau bagian

Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua

Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah

ada.

1 1. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada sebagai

akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.

12. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua Kelurahan atau lebih menjadi

Kelurahan baru.

13. Pembinaan adalah pemberian pedomarL standar pelaksanaaq perencanaarL

penelitian, pengembangan, bimbingaq pendidikan dan pelatiha4 konsultasi,

supervisi, monitoring, pengawasao umum dan evaluasi pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
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14. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan adalah proses

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Kelurahan berjalan

secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTI.JKAN KELIJRAHAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan

fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Tata cara Pembentukan

Pasal 3

(1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan/atau di wilayah Ibukota

Kabupaten dan Kecamatan.

(2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa

penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan

atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih'

(3) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan Kelurahan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan KePala Daerah.

Bagian Ketiga

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit harus

memenuhi syarat :

a. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK ;

b. luas wilayah paling sedikit 3 Km2 ;

c. bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan

pembinaan masyarakat ,

d. sarana dan prasarana pemerintahan yaitu :

l) memiliki kantor Pemerintahan ;

2) memilikijaringan perhubungan yang lancar ;

3) sarana komunikasi yang memadai ; dan

4) fasilitas umum yang memadai.

Pasal 5

Pemekaran dari I (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat

dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan

pemerintahan di Kelurahan.
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BAB trI
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELI]RA}IAN

Pasal 6

(1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapus atau digabung.

(2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil

penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan mengenai mekanisme penghapusan dan penggabungan Kelurahan

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Pembentuka4 Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan diatur

dengan Peraturan Daerah tersendiri,

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit memuat :

a. tujuan;

b. syarat,

c. mekanisme ,

d. pembiayaan.

BAB IV
PEI/SIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(l) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembentukaq Penghapusan dan

Penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan

melalui pemberian pedoman umurq bimbingaq pelatiharL arahan dan supervisi.

BAB VI

KETENTUA].I PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya,

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
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Pasal l1

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah lkbupaten Kediri

Nomor 8 Tahun 2001 tenung Pembentukarq Penghapusan dan Penggabungan

Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 7 Seri D)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

DitetapkaD di Kedid
padstanggal 7-4-2010

BT'PATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
padatanggal 3l - 12 - 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHTIN 2OIO NOMOR 7

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI

SEKRETARIS DAERAHn4
SUPOYO
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KAB1JPATEN KEDIRI

NOMOR 6 TAHI.]N 2O1O

TENTANG

PEMBENTTIKAN, PENGHAPUSAN DAN PENCGABLINGAN KELURAHAN

I. UMUM.

Bahwa untuk melaksanakan ketentu8n Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005

tentang Kelurahan dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 I Tahun 2006 tentang

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, perlu mengatur tentang

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah.

II- PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas,

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDru NOMOR 83


